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Abstrak: Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik memiliki peran
penting bagi kesejahteraan masyarakat. Pola komunikasi yang efektif dan juga
efisien dari pemerintah dengan masyarakat dapat meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan serta dapat mempercepat penyelesaian
masalah yang terkait. Penelitian ini berjudul “Pola Komunikasi Pemerintah
untuk Peningkatan Pelayanan Publik dengan Masyarakat Desa Menten
Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin”. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui pola komunikasi yang diterapkan di pemerintah untuk peningkatan
pelayanan publik dengan masyarakat Desa Menten dan Kendala serta solusi
pemerintah dalam memberikan pelayanan dengan masyarakat. Teori yang
digunakan adalah Teori Komunikasi Organiasi R. Wayne Pace dan Don F. Faules
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Menten menggunakan pola lingkaran dan pola Y. Pola lingkaran memungkinkan
setiap anggota dapat saling terhubung dengan anggota lainnya, namun tidak memiliki akses untuk setiap informasi.
Sedangkan pola Y terlihat bahwa memiliki peran yang penting selain dari Kepala Desa yaitu Sekretaris Desa dalam
menyampaikan informasi kepada bawahannya. (2) Kendala pemerintah Desa Menten dalam memberikan pelayanan
publik adalah belum adanya kotak saran yang digunakan untuk mengetahui usulan dari masyarakat. Kurangnya fasilitas
yang baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah desa kurang mampu dalam mengetahui
kebutuhan masyarakat. Banyak informasi di masyarakat yang simpang siur dan progam kerja desa yang belum diketahui
oleh masyarakat.
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Abstract: The government, as the organizer of public services, plays a crucial role in the welfare of society. Effective and efficient
communication between the government and the public can enhance community participation in development and accelerate the
resolution of related issues. This research is titled ”"Government Communication Patterns for Improving Public Services with the
Community of Menten Village, Rambutan District, Banyuasin Regency.” The study aims to identify the communication patterns
employed by the government to enhance public services with the Menten Village community, as well as the challenges and solutions
the government faces in providing services to the community. The theoretical framework used in this research is the Organizational
Communication Theory by R. Wayne Pace and Don F. Faules, which includes four information flows: upward communication,
downward communication, horizontal communication, and cross-channel communication. The research methodology is qualitative
with a descriptive approach, utilizing field research, and data collection techniques such as interviews, observations, and
documentation. The research findings indicate that: (1) The Menten Village government uses circular and Y-pattern communication.
The circular pattern allows each member to connect with others, although not every member has access to all information. Meanwhile,
the Y-pattern shows the significant role of the Village Secretary, alongside the Village Head, in relaying information to subordinates.
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(2) The challenges faced by the Menten Village government in providing public services include the absence of a suggestion box to
gather input from the community, inadequate facilities to deliver services, the government’s lack of awareness of the community’s
needs, the spread of inaccurate information within the community, and the lack of awareness of village work programs among the
residents.

Keywords: Communication Patterns, Government, Village Community of Menten

Pendahuluan

Mengacu pada pengesahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, yang menjelaskan bahwa tujuan pelayanan publik adalah memberikan
kepastian hukum bagi hubungan antar masyarakat dan penyedia layanan publik. Selain itu,
merupakan amanat UUD 1945, pelayanan publik yang berkualitas merupakan kebutuhan
dasar dan hak sipil setiap warga negara Indonesia. (UU No 25, 2009). Ahmad Mustanir
mengutip pendapat Sinambela, bahwa pelayanan publik merupakan pemberi layanan
(melayani) keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai
dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. (Mustanir, 2022: 20). Oleh karena
itu, terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas tentunya menjadi tanggung jawab
bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa yang
dimaksud pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang
lain sebagai badan eksekutif daerah. Muhammad Sawir mengutip pendapat Widodo
bahwa, pemerintah daerah sebagai agen pembangunan harus kompetitif, adaptif, dan
respontif dalam memberikan pelayanan publik dalam penyelenggarakan pemerintahan
dan pembangunan daerah serta lebih berkualitas dan bertanggung jawab (Sawir, 2020: 22).
Pelayanan publik bukan hanya merupakan urusan administrasi tetapi pemenuhan
kebutuhan publik sekalipun skala pemerintahan desa juga perlu diperhatikan. Pada level
rendah dapat dilihat pada sistem pemerintahan desa.

Penyelenggaraan pemerintahan sebagai penyelenggara pelayanan publik desa
memiliki peran penting bagi kesejahteraan masyarakat, untuk meningkatkan kinerja
organisasi dapat dimulai dengan meningkatkan kinerja individu. Dalam pasal 15 Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 disebutkan bahwa penyelenggara wajib menyusun dan
menetapkan standar pelayanan, menyusun, menetapkan dan mengumumkan
pengumuman layanan, menempatkan pelaksana yang berkompeten, menyediakan
prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim
pelayanan yang memadai, memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan prinsip
penyelenggaraan pelayanan publik dan melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar
pelayanan. (UU No 25, 2009). Standar pelayanan harus dipenuhi karena merupakan
indikator yang dapat mencegah terjadinya maladministrasi. Oleh karena itu kualitas
pelayanan publik menjadi penting dan diperhitungkan dalam proses implementasi di
lapangan.

Sesuai dengan Pasal 1 bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa, bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
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wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. (UU No 6, 20014). Begitu juga dengan pemerintah Desa Menten di
Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin sebagai pemerintah yang berwenang yang
bertugas untuk dapat memberikan jaminan kualitas dalam pelayanan publik kepada
masyarakat, khususnya mengenai proses pengelolaan administrasi di wilayah desa
maupun dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di desa, mengurus surat
rekomendasi kartu keluarga dan lain-lain. Hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah agar
dapat memberikan cerminan kepuasan dalam pelayanan publik yang berkualitas bagi
masyarakat.

Namun kenyataannya sebagian kecil perangkat desa belum bisa dikatakan
profesional dalam proses pemberian pelayanan. Berdasarkan observasi awal peneliti
diketahui bahwa pemerintah desa belum dapat dikatakan memberikan pelayanan yang
berkualitas terkait pelayanan publik dikarenakan perangkat desa belum mempunyai
pengalaman terkait dengan pemerintahan, serta file dan arsip dari pemerintahan yang
menjabat sebelumnya juga tidak tersimpan di dalam kantor desa tersebut. Selain itu, selama
kurang lebih dua tahun masa jabatan pemerintah desa ini kurang lebih sekitar 3 orang
mengundurkan diri dari perangkat desa dan 4 orang dari jabatan RT, sehingga hal tersebut
menjadi perhatian tersendiri bagi penulis terkait masalah yang ada di dalam pemerintahan
tersebut.

Peneliti juga melakukan wawancara tidak terstruktur dengan salah satu masyarakat
Desa Menten mengenai administrasi, diketahui bahwa dalam proses pengurusan surat
rekomendasi kartu keluarga tidak ada pengawasan dari petugas dimana sering terjadi salah
ketik dalam pembuatan surat rekomendasi dan tidak ada jaminan keramahan aparatur
perangkat desa dalam menanggapi pengaduan masyarakat, respon dan sikap kurang baik
yang ditunjukkan petugas dalam memberikan pelayanan dan seringkali tidak adanya sikap
tegas dari aparat pengurusan dokumen administrasi. Sehingga hal tersebut menjadi
cerminan kurangnya rasa puas masyarakat sebagai penerima pelayanan.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan komunikasi untuk
meningkatkan pelayanan publik. Komunikasi merupakan proses untuk berinteraksi antara
dua orang atau lebih. Sehingga dapat disimpulkan Achmad Ali Bin Assegaf, dkk Mengutip
pendapat Longenecker dan Pringle bahwa, komunikasi yaitu proses mengirimkan kode
berupa pengalihan pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Pesan yang disampaikan
berupa informasi dengan tujuan saling memberikan feedback. (Ali, et al, 2022: 77). Pola
komunikasi dalam sebuah organisasi pada prinsipnya adalah bahwa setiap pimpinan harus
melakukan komuniksai dengan bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. (Priet,
2021: 40). Dengan demikian komunikasi memiliki peran yang sangat penting untuk
menciptakan suatu organisasi yang efektif dan juga efisien. Efektif dalam arti bahwa
organisasi tersebut bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Efisien adalah bahwa suatu
organisasi bisa memperoleh keuntungan yang optimal. (Tasnim, 2020: 2). Komunikasi yang
terjadi dalam suatu organisasi memiliki beberapa jenis arus informasi, yaitu komunikasi ke
bawah, komunikasi ke atas, komunikasi horizontal, komunikasi lintas saluran, dan
komunikasi informal, personal atau selentingan. (Wayne, 2013: 183-184)
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Dalam penelitian ini penulis tertarik dengan pola komunikasi yang terjadi dalam
suatu organisasi pemerintahan. Ketertarikannya karena komunikasi yang baik antara
pemerintahan desa dengan masyarakat merupakan jembatan interaksi menuju terciptanya
kualitas pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat. Keberhasilan atau kesalahan
yang muncul dalam suatu pemerintah desa biasanya terjadi karena salah paham dalam
proses komunikasi. Ridwan mengutip pendapat Deddy Mulyana bahwa, Komunikasi yang
efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan individu yang
menyampaikan (Ridwan, 2022: 32). Sumber utama kesalahpahaman dalam komunikasi
adalah cara penerima melihat pentingnya pesan berbeda dengan yang diharapkan oleh
pengirim, karena pengirim lalai untuk menyampaikan maksudnya secara tepat. (Ridwan,
2022: 32). Komunikasi juga dapat menjadi jembatan untuk menjalin hubungan baik
pemerintahan desa dengan masyarakat yang akan berdampak pada penerimaan informasi
yang diterima masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu kepala keluarga di Desa Menten,
(Marsani, 2023) pada beberapa kasus permasalahan setelah ditelusuri, berakar dari
kurangnya pola komunikasi yang harmonis antara pemerintahan dengan masyarakat.
Selain itu, kurangnya sosialisasi program desa yang akan dijalankan. Oleh karena itu,
peneliti mengangkat pola komunikasi organisasi dalam penelitian ini sebagai variabel
penentu dalam peningkatan pelayanan publik.

Pola komunikasi merupakan bentuk komunikasi yang digunakan yang para
anggotanya saling bertukar pesan dengan anggota lainnya. Pola komunikasi diartikan
sebagai bentuk atau pola hubungan dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan
penerimaan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. (Gatut, 2020:
63).

Metodologi Penelitian

Pendekatan/Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini,
peneliti mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menarik kesimpulan
berdasarkan analisis data tanpa membuat generalisasi. Penelitian kualitatif yang
didefinisikan oleh Lexy ] Moleong mengutip pendapat Bodgan dan Taylor bahwa penelitian
kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang dapat di amati digunakan untuk mengetahui, mengapa dan
bagaimana suatu fenomena sosial terjadi. (Lexy, 2007: 4) Laporan tertulis akhir penelitian
ini terdiri dari pendahuluan, teori, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Tujuan
penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi
fenomena dalam rangka memahami praktik dan perilaku dalam situasi sosial nyata untuk
masalah individu kecil.

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena untuk memahami mengenai Pola
Komunikasi Pemerintah untuk Peningkatan Pelayanan Publik dengan Masyarakat Desa
Menten Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Penggunaan metode kualitatif karena
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lebih mudah jika data kenyataan dilapangan yang heterogen dan tidak sama serta data
lapangan yang langsung berhubungan dengan responden.

Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data terdiri dari manusia, situasi, atau peristiwa, dan
dokumen. Sumber data manusia bisa memberiksn data melalui wawancara. Sumber data
peristiwa berupa suasana, ruang, dan proses. Adapun sumber data dokumenter adalah
berbagai referensi yang menjadi bahan rujukan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.
(Sugiyono, 2013: 84) Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui kata dan
tindakan yang dikumpulkan peneliti dengan melakukan wawancara, observasi, dan
dokumentasi.

Hasil Dan Pembahasan

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas dan menjawab rumusan masalah
mengenai implementasi dan analisis pola komunikasi pemerintah untuk peningkatan
pelayanan publik dengan masyarakat Desa Menten dan kendala dan solusi pemerintah
dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dengan masyarakat. Data hasil dari
wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan akan diolah dalam bentuk deskriptif
kualitatif secara detail dan terperinci sehingga dapat disimpulkan. Adapun hasil penelitian
dan pembahasannya sebagai berikut:

1. Implementasi dan Analisis Pola Komunikasi Pemerintah Untuk Peningkatan

Pelayanan Publik dengan Masyarakat Desa Menten

Penelitian ini terkait dengan teori Pola Aliran Informasi yang dikembangkan oleh
R.Wayne Pace dan Don F. Faules yang dikutip Deddy Mulyana, bahwa komunikasi
organisasi adalah sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit — unit
komunikasi yang merupakan bagian dalam suatu organisasi. (Wayne, 2013: 31)

Pola komunikasi adalah cara atau strategi dalam berkomunikasi untuk
menyampaikan pesan dari individu satu (komunikator) kepada individu lainnya
(komunikan) dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa seseorang atu
individu berkomunikasi pasti menginginkan adanya kesamaan presepsi atau komunikan
bertindakn sesuai dengan tujuan dan harapan dari isi pesan yang disampaikan. Apabila
kita sudah mengetahui gambaran dari sebuah proses komunikasi maka kita secara otomatis
dapat mengatahui pola apa yang akan digunakan sehingga apabila terjadi sesuatu yang
tidak diinginkan atau kekurangan maka kita dapat meminimalirnya, sehingga terhindar
dari kesalahan dalam penyampaian informasi.

Salah satu tujuan dari pembentukan desa adalah meningkatkan pelayanan terhadap
masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.
Pemerintah Desa Menten selalu berupaya meningkatkan kinerja pelayanan kepada
masyarakat sehingga mencapai tujuan yang hendak dicapai. Hal ini sesuai dengan
pendapat Joseph A. Devito bahwa terdapat 5 pola dalam berkomunikasi, yaitu: Pola
Lingkaran, Pola Roda, Pola Rantai, Pola Bintang dan Pola Y. (Deshinta, et al, 2020: 98-99).
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Gambar 4.4 Pola Komunikasi Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara, observasi di lapangan Pemerintah Desa Menten
menerapkan 2 Pola komunikasi untuk peningkatan pelayanan publik dengan masyarakat
Desa Menten sebagai berikut:

a. Pola Lingkaran

Pola lingkaran memungkinkan semua anggota dapat berkomunikasi dengan yang
lainnya. Pola lingkaran tidak mempunyai pemimpin atau titik sentral. Untuk
berkomunikasi dalam pola lingkaran bisa dilakukan dari bawahan dengan atasannya
langsung. Pada pelaksanaannya pola komunikasi di pemerintah Desa Menten terdapat pola
lingkaran dalam berkomunikasi. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Menten
Bapak Suliyanto, S.IP, bahwa:

“Biasanya perangkat desa yang saya tugaskan dalam memberikan laporan langsung ke saya
sebagai kepala desa. Bahkan juga jika ada hal penting atau keluhan terkait dengan pekerjaan, mereka
langsung sampaikan ke saya baik itu secara tatap muka maupun melalui telpon”. (Suliyanto,
Wawancara 2023)

Selanjutnya untuk mempertegas bahwa dalam pemerintah Desa Menten
menerapkan pola komunikasi lingkaran dengan sesama anggota pemerintah Desa Menten
seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan, Ibu Sarahma bahwa:

“Terkadang setelah mengikuti pelatihan biasanya ada tugas yang diberikan kepada saya
namun untuk menyelesaikan tugas tersebut saya tidak mampu menyelesaikannya tepat waktu, saya
meminta bantuan kepada perangkat desa yang lain yang mempunyai pekerjaan tidak menumpuk
untuk membantu saya. Tapi saya meminta izin terlebih dahulu kepada Kepala Desa atau Sekdes”.
(Sarahma, wawancara 2023)

Hasil dari implementasi data di atas, ditemukan bahwa pola komunikasi lingkaran
diterapkan di pemerintah Desa Menten untuk peningkatan pelayanan. Seperti yang
disampaikan oleh Ibu Sarahma Kepala Seksi Pelayanan bahwa:

“Jika ada informasi atau pertanyaan dari masyarakat akan kami jawab secara langsung, tapi
jika informasi tersebut kurang di mengerti bisa langsung dikoordinasikan ke pak kades atau juga bisa
ke bu sekdes”. (Sarahma, wawancara 2023)

Selanjutnya untuk mempertegas bahwa dalam pemerintah Desa Menten
menerapkan pola komunikasi lingkaran dengan sesama anggota pemerintah Desa Menten
untuk pelayanan publiknya, Ibu Sarahma juga menambahkan sebagai berikut:
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“Kami juga memberikan layanan dalam bentuk pasif dan aktif, untuk aktif kita melayani
masyarakat 24 jam, jadi biasanya ada masyarakat yang di malam hari membutuhkan surat kan (surat
rujukan) atau mereka mau konsultasi, nah meraka biasanya menyampaikan via telpon kami tetap
melayani dan memberi apa yang sedang mereka butuhkan. Begitu juga kalau misalkan masyarakat
langsung datang di kantor kita tetap melayani dengan cepat. Sedangkan yang pasif kita membagikan
informasi di Instagram, Facebook dan di WhatsApp dengan dukungan membagikan foto, data dan
yang lainnya tanpa diminta oleh masyarakat kami langsung sediakan”. (Sarahma, wawancara 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas ditemukan bahwa Pemerintah Desa Menten
mengimplementasikan pola lingkaran untuk digunakan oleh anggota pemerintahan agar
saling terhubung dengan anggota lainnya, namun anggota tidak memiliki akses langsung
terkait informasi yang diperlukan untuk memecahkan suatu persoalan. Berdasarkan dari
data di atas dapat dianalisis bahwa Pemerintah Desa Menten menggunakan pola
Komunikasi Lingkaran, karena saat melakukan rapat, melakukan interaksi internal dan
selalu berkordinasi untuk mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa
Menten mengimplementasikan pola lingkaran wuntuk digunakan oleh anggota
pemerintahan agar saling terhubung dengan anggota lainnya, namun anggota tidak
memiliki akses langsung terkait informasi yang diperlukan untuk memecahkan suatu
persoalan. Selain itu, Pemerintah Desa Menten menggunakan pola Komunikasi Lingkaran,
karena saat melakukan rapat, melakukan interaksi internal dan selalu berkordinasi untuk
mencapai suatu tujuan untuk kemakmuran desa tersebut.

b. PolaY

Pola Y merupakan sebuah komunikasi gabungan dari pola rantai dan pola roda. Pola
ini sasarannya adalah satu anggota yang nantinya akan menerima dari dua sumber. Seperti
yang disampaikan oleh Pak Herpan sebagai salah satu Ketua RT di desa Menten bahwa:

“Iya kita ada grup whatsapp dengan seluruh anggota Pemerintah Desa Menten. Terkadang
Sekretaris Desa menyampaikan informasi seputar kegiatan yang akan berlangsung. Namun,
besoknya aparat pemerintah desa mengirim undangan rapat seluruh Ketua RT dan membahas
tentang kegiatan yang telah di informasikan oleh Sekretaris Desa tersebut”. (Herpan, wawancara 09
November 2023)

Kemudian ditegaskan oleh Pak Tomi selaku salah satu masyarakat Desa Menten
bahwa:

“Kemarin itu Ketua RT rapat di kantor desa atas undangan dari Kepala Desa, sebelumnya
Ketua RT juga bilang kalau dalam waktu mendatang akan ada program kerja tersebut, namun masih
menunggu rapat di kantor desa”. (Tomi, wawancara 09 November 2023)

Berdasarkan data di atas dapat dianalisis bahwa pola Y diterapkan untuk mencegah
berita simpang siur yang akan diadakan di Desa Menten maka Sekretaris Desa akan
memberikan sekilas informasi tentang agenda di Desa Menten di waktu mendatang.
Namun, hal ini akan diadakan rapat untuk lebih menjelaskan secara detail tentang progam
yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa Menten.
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Pola Y menjadikan satu anggota yang penting yang menjadi kontrol pesan, namun
memiliki pemimpin yang jelas. Pemerintah Desa Menten menerapkan pola Y sebagaimana
disampaikan oleh Kepala Desa Menten, bapak Suliyanto, S.IP., bahwa:

“kalau di Pemerintah Desa ini, posisi yang paling penting selain saya itu adalah sekdes, tapi
biasanya langsung saja disampaikan ke saya langsung. Tapi sekdes punya tugas dan tanggung jawab
penting dalam struktur organisasi pemerintahan”. (Suliyanto, wawancara 08 November 2023)

Selanjutnya Ibu Eriyana, S.Hum, juga menambahkan bahwa:

“Biasanya mereka itu menyampaikan ke saya dulu, baru dari situ saya menyampaikan ke
Kepala Desa. kan memang prosedur disini seperti itu. Kadang kan pak kades ini sering pergi keluar,
jadi mereka itu menyampaikan nya ke saya”. (Eriyana, wawancara 08 November 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan ditemukan bahwa
Pemeintah Desa Menten mengimplementasikan pola Y untuk digunakan karena memiliki
pemimpin yang jelas yaitu kepala desa, namun menjadikan satu anggota yang menjadi
kontrol pesan yang memiliki peran penting yaitu sekretaris desa.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Menten
menggunakan pola Y karena dalam struktur organisasi Pemerintah Desa Menten memiliki
orang yang penting selain dari Kepala Desa yaitu Sekretaris Desa. Sekretaris Desa memiliki
tanggung jawab atas segala kegiatan anggota dan proses penyampaian pesan untuk
diteruskan kepada anggota lain yang ada di bawahnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Desa
Menten menerapkan 2 pola komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi
baik ke rekan kerja di Pemerintah Desa Menten yaitu pola Lngkaran dan pola Y. Setiap pola
tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga kedua pola ini
paling efektif untuk digunakan dalam Pemerintah Desa Menten.

Simpulan

Pola komunikasi yang diterapkan di Pemerintah Desa Menten adalah pola lingkaran,
dan pola Y. Pola lingkaran memungkinkan setiap anggota dapat saling terhubung dengan
anggota lainnya, namun tidak memiliki akses untuk setiap informasi. Sedangkan pola Y
terlihat bahwa memiliki peran yang penting selain dari kepala desa yaitu sekretaris desa
dalam menyampaikan informasi kepada bawahannya. Selain menggunakan pola lingkaran
dan Pola Y , penelitian terdapat juga arah aliran informasi yaitu komunikasi ke atas,
komunikasi ke bawah, komunikasi horisontal dan komunikasi lintas saluran. Keempat
aliran komunikasi ini berguna agar komunikasi lebih terarah dan terperinci sehingga tidak
menimbulkan simpang siur dalam informasi dan juga dalam aliran ini mengedepankan
diskusi dan pemberian saran sehingga akan mencapai tujuan dengan sempurna. Kendala
yang dihadapi Pemerintah Desa Menten dalam memberikan pelayanan publik adalah
kurangnya kesadaran aparatur desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan di zaman
yang serba digital saat ini. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang ada di kantor
untuk keperluan mengurus administrasi bagi masyarakat serta kebutuhan administrasi
sendiri di kantor Desa Menten. Belum adanya kotak saran yang digunakan untuk
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mengetahui usulan dari masyarakat. Pemerintah Desa kurang mampu mengetahui
kebutuhan masyarakat. dan Banyak informasi di masyarakat yang simpang siur dan
program kerja desa yang belum diketahui oleh masayarakat. Sehingga pemerintah
diharapkan dapat mengatasi kendala tersebut dengan mengadakan evaluasi mingguan
dengan seluruh perangkat desa, mengikutsertakan masyarakat dalam berbagai kegiatan
serta meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik.
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